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RINGKASAN
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK TERHADAP
PINJAMAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN HAK TANGGUNGAN

Oleh :
Dody Susanto', Diana Haiti2

Penelitian ini mengangkat isu penting seputar kepastian hukum sertipikat tanah
elektronik, khususnya dalam konteks pinjaman yang tidak dibebani Hak Tanggungan
(HT). Seiring perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia melalui Permen
ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 mendorong transformasi dari sertipikat fisik (analog)
menjadi sertipikat elektronik. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi layanan
pertanahan, keamanan data, dan mencegah praktik pemalsuan.

Namun, peralihan ini menimbulkan implikasi hukum apabila sertipikat
elektronik tidak didaftarkan sebagai objek HT, khususnya dalam praktik pemberian
kredit oleh lembaga keuangan. Beberapa bank BUMN sering kali hanya menggunakan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa dilanjutkan pendaftaran
APHT, sehingga sertipikat tidak tercatat sebagai agunan dalam sistem pertanahan
elektronik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan landasan teori
kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta metode preskriptif-analitis.
Ditemukan adanya konflik norma antara UUHT Pasal 15 dan Permen ATR/BPN No.
22 Tahun 2017, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kreditur.

Peneliti mengusulkan adanya reformulasi pengaturan terkait keharusan pendaftaran HT
atas sertipikat elektronik untuk menghindari risiko wanprestasi debitur, dan

memberikan posisi hukum yang lebih kuat bagi kreditur sebagai kreditor preferen.

INIM 2320216310031
2 Pembimbing
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KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK TERHADAP
PINJAMAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN HAK TANGGUNGAN
ABSTRAK
Oleh :

Dody Susanto®, Diana Haiti*

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pendaftaran Hak Tanggungan, Sertipikat
Tanah Elektronik

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum
tentang Sertipikat tanah elektronik yang tidak di daftarkan hak tanggungan, dampak
dan imlikasi hukum apa yang nantinya bisa terjadi apabila sertipikat tanah elektronik
tersebut tidak didaftarkan yang hanya di ikat samapi dengan Surat kuasa membebankan
hak tanggungan. Adapun penelitin ini menggunakan jenis penelitian normatif,
penelitian ini bersifat perspektif yaitu dengan menjawab isu dengan cara mengkaji
secara mendalam, dan memberikan penjelasan secara tepat dan menganalisa peraturan
perundang-undangan dan teori-teori serta pendapat praktisi hukum dengan tujuan
untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang di angkat. Hasil dari penelitian
ini yakni, Pertama : Bagaimana implikasi hukum terhadap sertipikat elektronik yang
tidak di daftarkan hak tanggungan, yang mana Undang-unadang hak tanggungan itu
dibuat secara khusus untuk jaminan kebendaan berupa sertipikat tanah, yang mana
sertipikat tanah yang bisa di jaminkan hanya sertipikat Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, serta Hak Guna Usaha, adapun Sertipikat Hak Pakai harus ada ijin dari
pihak Pemilik yaitu negara maupun Pemegang Hak Pengelolaan Lahan(HPL).
Implikasi hukum yang timbut apabila sertipikat tidak di daftarkan Hak tanggungan,
Maka yang pertama, SKMHT berakhir dan batal demi hukum, yang kedua
perlindungan hukum terhadap debitur akan hilang, karena kehilangan hak eksekutorial,
hak publisitan dan sebagai Kreditur Preferen. Kedua : bagaimana reformulasi
pengaturan sertipikat tanah elektronik yang tidak di daftarkan hak tanggungan, yaitu
dirubahnya pasal 15 ayat 5 pada undang-undang hak tanggunagn Nomor 4 tahun
1997, yang mana mengharuskannya SKMHT di lanjutkan dengan Pembuatan APHT
dan didaftarkan pada kantor badan pertanahan sehingga tercapainya tujuan dari Hak
Tanggungan Tersebut. Ataupun di buatkannya peraturan baru yang bisa menjamin
bahwa sebatas SKMHT tetapi memenuhi Hak Publisitas dan juga Hak Eksekutorial.

SNIM 2320216310031
4 Pembimbing
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LEGAL CERTAINTY OF ELECTRONIC LAND CERTIFICATE UPON
LOAN WHICH MORTGAGE RIGHT IS NOT REGISTERED

By :
Dody Susanto', Diana Haiti~
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin

ABSTRACT

Keywords : Notarys, Land Deed Making Official, Registration of Mortgage Right,
Electronic Land Certificate

The goals of this research are to analyze the legal certainty of electronic land
certificate which mortgage right right is not registered, what legal impact and
implication which may occur if the said electronic land certificate is not registered
and which is only bound with Power of Attorney To Burden Mortgage Right (SKMHT).
This is normative legal research, the characteristic of the research is perspective, namely
by answering issues by studying in depth, and giving accurate explanation, and
analyzing the legislation and theories and opinions of the legal practioners with
aims to get answers to the issues being studied. The results of the research are
firstly, the legal implication on an electronic certificate which mortgage right is not
registered, where Mortgage Right Act is specially made for guarantee of goods such
as land certificate, those which can be guaranteed are only Certificate of Ownership
Right, Right to Build, Right to Cultivate, while Certificate of Right of Use must get
permission from the owener i.e. the State, and Holder of Land Management Right
(HPL). Implication which may arise if the mortgage right of the certificate is not
registered, the first thing is the SKMHT shall terminate and become null and void,
the second thing is legal protection to the debtor is lost because it loses the
executorial right, Karena kehilangan hak eksekutorial, hak publisitan dan sebagai
Kreditur Preferen. Secondly, the reformulation of regulation on electronic land
certificate which mortgage right is not registered, namely by the amendment of
Article 15 paragraph 5 of Mortgage Right Act Number 4 of 1997, which obliges
SKMHT to be followed up with the making of APHT and to be registered at the
Office of Land Agency in order to reach the goal of the said mortgage right. Or a
new regulation is made which can guarantee that up to SKMHT, but it fulfils the
right of publicity as well as executorial right.
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